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Abstrak 

 

Buruh bangunan dari Desa Mantingan Kabupaten Ngawi cukup dikenal 

masyarakat dari Desa Mantingan maupun luar Desa Mantingan. Sistem 

pemberian upah yang dilakukan masyarakat Desa Mantingan dengan 

menerapkan adat kebiasaan setempat yaitu pemberian upah yang ditangguhkan 

selama satu minggu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

sistem  pengupahan buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan 

buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 

Jenis penelitiaan ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer dari wawancara langsung dengan buruh bangunan dan 

pemilik rumah/pemberi upah. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa data 

Monografi Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Metode 

yang digunakan merupakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pemberian upah kepada buruh 

bangunan di Desa Mantingan kabupaten Ngawi masih bertentangan dengan 

syara’, dimana masyarakat Desa Mantingan Kabupaten Ngawi masih 

menggunakan sistem pemberian upah yang menurut pada adat kebiasaan yaitu 

pemberian upah yang ditangguhkan selama satu minggu dan tidak ada 

pemberitahuan aturan pemberian upah, besar upah yang akan diberikan serta 

banyaknya jumlah pembantu buruh bangunan (kenek) yang akan dibawa oleh 

buruh bangunan (tukang) pada awal akad yang berpotensi merugikan salah satu 

pihak dan berpotensi mengandung unsur gharar. 

 

Kata Kunci: ijarah, ujrah/upah, buruh bangunan, hukum islam 
 

Abstract 

Construction workers from Mantingan Village, Ngawi Regency are well known 

to the community from Mantingan Village and outside Mantingan Village. The 

wage system is carried out by the Mantingan villagers by applying local customs, 

namely wages deferred for one week This study aims to find out how the 

construction worker wage system is in Mantingan Village, Mantingan Sub-

District, Ngawi Regency and how the Islamic law reviews the construction 

workers in Mantingan Mantingan Sub-District, Ngawi Regency. The type of this 

research is qualitative research. The data used in this study is primary data from 

direct interviews with construction workers and homeowners/ wage-giver. 

Secondary data are obtained, namely in the form of Monograph of Mantingan 

Village, Mantingan Sub-District, Ngawi Regency. The method used is the 

method of observation, interviews, and documentation. The data analysis used 

is a descriptive method. The result of this research prove that the wage system 

for construction workers in Mantingan Village, Ngawi Regency still contradicts 



 
 

 

syara’, where the Mantingan Village community in Ngawi Regency still uses a 

system of wages according to customary customs, namely deferred wages for 

one week and no notification of rules in giving wages, the amount of wages to 

be given as well as the large number of construction workers (kenek) assistants 

who will be taken by construction workers (artisans) at the beginning of the 

contract that have the potential to harm one party and potentially contain gharar 

elements.  

 

Keywords : ijarah, ujrah / wages, construction workers, Islamic law 

 

1. PENDAHULUAN 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan 

terhadap buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh bangunan di 

Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan 

terhadap buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh 

bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 

Jenis penelitiaan ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakann data primer dari wawancara langsung dengan buruh bangunan 

dan pemilik rumah/pemberi upah. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa 

data monografi Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. 

Metode yang digunakan merupakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

metode deskriptif. 

Ijarah sering disebut dengan “upah” atau “imbalan”. Menurut Idris Ahmad 

dalam bukunya yang berjudul Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa 

ijarah berarti upah-mengupah. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. 

Menurut bahasa kata al-ajru atau al-ujrah berarti al-iwad (ganti), dengan kata 

lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.  

Secara garis besar upah dikelompokkan  menjadi dua, ajrun musammah (upah 

yang telah disebutkan) dan ajrun mitsli (upah yang sepadan). Dari segi objek, 

akad ijarah dapat dibagi menjadi dua yaitu ijarah manfaat (al-ijarah ala al-



 
 

 

manfa’ah) dan ijarah bersifat pekerja (ijarah ala al-a’mal).  terdapat rukun dan 

syarat upah yaitu 1) aqidan (orang yang berakad harus mumayiz dan melakukan 

transaksi sesuai keinginan masing-masing. 2) mauqud ‘alaih (objek) yang terdiri 

atas manfaat dan upah, sesuatu yang diakadkan harus dapat bermanfaat dan 

bukan merupakan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan serta bukan merupakan 

perbuatan fardhu, upah yang diberikan berupa barang yang dapat diketahui dan 

dapat di manfaatkan serta merupakan suatu yang berharga. 3) Shigat (ijab dan 

kabul), disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang 

dipersyaratkan dalam akad jual-beli. 

Pekerja atau buruh berhak menerima upah ketika pekerjaan telah selesai 

dilakukan dan apabila terjadi pada penyewaan barang maka uang sewaan 

dibayarkan sewaktu awal akad, kecuali bila ada ketentuan lain. Menurut Mazhab 

Hanafi mensyaratkan, mempercepat pemberian upah dan menanggguhkannya 

dianggap sah, sama halnya dengan mempercepat yang sebagian dan 

menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, 

sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah 

berakhirnya akad tersebut. 

Dalam analisis yang telah dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi, sistem pengupahan yang diloakukan masyarakat 

Desa Mantingan masih bertentangan dengan ketentuan syara’ dimana sistem 

pengupahan yang dilakukan menurut pada adat kebiasaan setempat yaitu dengan 

penangguhan upah selama satu minggu, dengan tidak adanya penjelasan dari 

awal akad berapa jumlah upah yang akan diberikan dan jumlah pembantu buruh 

(kenek) yang akan dibawa oleh tukang. Transaksi yang dilakukan berpotensi 

mengandung unsur. 

2. METODE 

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi 

seseorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat 



 
 

 

dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai.1  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi 

a. Kondisi geografis 

Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi adalah desa yang 

terletak pada bagian paling barat dari Provinsi Jawa Timur, bersebelahan dan 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya Desa Banaran 

Kota Sragen. Ruang lingkup secara ekonomi masyarakat Desa Mantingan 

bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat Sragen dimana tingkat 

perekonomian masyarakatnya lebih maju. Desa Mantingan Kecamatan 

Mantingan Kabupaten Ngawi  memiliki keunggulan dalam urusan buruh 

bangunan, dimana hasil rumah atau bangunan lainnya yang dibangun oleh 

buruh bangunan dari Desa Mantingan hasilnya lebih bagus dan berkualitas, 

tidak heran banyak masyarakat luar Desa Mantingan yang mempercayai 

buruh pembangunan dari Desa Mnatingan untuk membangun rumah 

mereka.2  

Desa Mantingan berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut;

                                                           
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006) hlm. 03. 
2 Hasil wawancara dengan Samsu selaku Kepala Desa Mantingan pada tanggal 12 

Februari 2019 



 

 
 

1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banaran, Sragen, Jawa Tengah. 

2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sambirejo. 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungharjo dan Perhutani. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Bengawan Solo dan Desa Jati Mulyo.3 

b. Kondisi demografis 

Berikut adalah tabel struktur pemerintahan Desa Mantingan, Kecamatan 

Mantingan, Kabupaten Ngawi.  

Tabel 1. Struktur Pemerintahan Desa Mantingan 

NAMA JABATAN 

Samsu Kepala Desa 

(dalam proses) Sekretaris Desa 

Sido Hariyanto Staf Pemerintahan 

Sunar Staf Keuangan 

Suratmin Staf Umum 

Suparno Staf Pembangunan 

Rusmin Modin 

Dwi Antoro Uceng 

Suradi Kasun Mantingan 

Suyatno Kasun Ngrancang 

Marzuki Kasun Pule 

Edy Sumarno Karyawan Desa 

Agus Widodo Karyawan Desa 

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Perkembangan Desa 

Mantingan Juni 2014 

c. Keadaan Sosial Ekonomi 

Desa Mantingan memiliki jumlah penduduk sekitar 9.600 jiwa. Mata 

pencaharian sebagian penduduk desa Mantingan adalah petani, buruh 

bangunan, PNS, dan pedagang atau pengusaha. Memang sebagian besar 

                                                           
3 Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Mantingan Tahun 

2014 



 

 
 

masyarakat desa Mantingan bermata pencaharian sebagai petani, tetapi juga 

banyak masyarakatnya bekerja sebagai buruh bangunan, karena dirasa tidak 

begitu memerlukan pendidikan yang tinggi hanya membutuhkan keahlian dan 

kemauan untuk bekerja serta mereka para pekerja buruh bangunan ini tidak 

memiliki lahan sawah atau ladang yang bisa mereka garap (kelola) dan juga 

tidak memiliki lahan untuk mereka memulai usahanya.4 

Berikut adalah tabel daftar pencaharian penduduk desa Mantingan, 

Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi 

Tabel 2. Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Mantingan 

JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

Petani 4160 orang 

Perantau 1120 

Buruh bangunan/kenek 460 orang 

PNS/TNI/POLRI 288 orang 

Pedagang 672 orang 

Bidan/ Perawat 96 orang 

Guru 288 orang 

Belum bekerja 1041 orang 

Lain-lain 1015 orang 

 Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Perkembangan Desa 

Mantingan, Juni 2014 

d. Keadaan Sosial Pendidikan 

Tingkat pendidikan di desa Mantingan sangat beragam, mulai dari tidak 

pernah sekolah, lulusan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Banyak bapak-

bapak atau ibu-ibu yang telah berusia diatas 50 atau 60 tahun hanya lulusan 

SD serta sebagian dari mereka bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama 

sekali. Anak-anak muda di Desa Mantingan kebanyakan lulusan SMP dan 

SMA. Mereka yang lulusan SMP adalah anak-anak laki-laki yang nakal serta 

pembangkang dan tidak memikirkan masa depan mereka. Bagi orang tua yang 

mampu serta kemauan anak untuk bersekolah tinggi maka akan dibiayai 

                                                           
4 Hasil wawancara dengan Samsu selaku Kepala Desa Mantingan pada tanggal 12 

Februari 2019 



 

 
 

pendidikan mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maka dari itu ada 

banyak pula ysng lulusan perguruan Tinggi.5 

Tabel 3. Daftar Sarana Pendidikan Formal Desa Mantingan 

NO JENIS LEMBAGA JUMLAH 

1 PAUD 5 

2 TK 5 

3 SD/MI 6 

4 SLTP/MTS - 

5 SLTA/MA 2 

6 ST 1 

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan 

Perkembangan Desa Mantingan Juni 2014 

e. Keadaan Sosial Keagamaan 

Mayoritas masyarakat desa Mantingan sekitar 99% beragama Islam, selain 

agama Islam juga ada ada tapi hanya sedikit. Terbukti dengan banyaknya 

pembangunan Musala dan Masjid yang ada di desa Mantingan, ada sebanyak 

25 Musala dan 8 Masjid yang dimiliki oleh desa Mantingan, serta Desa 

Mantingan berdampingan dengan banyak pondok pesantren dan yang paling 

terkenal adalah Pondok Gontor Putri 1 dan 2 yang masih satu kecamatan 

dengan Kecamatan Mantingan, selain itu tidak ada tempat peribadahan yang 

lain.6 

3.2 Karakteristik Responden Buruh Bangunan 

Responden rata-rata memiliki usia antara 25-60 tahun dimana ini adalah usia produktif 

responden. Tingkat pendidikan responden untuk usia 25-30 tahun paling rendah 

adalah SMP atau SMA, sedangkan untuk yang berusia diatas itu yaitu 31-60 tahun 

hanya sampai sekolah dasar.  Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan buruh 

bangunan masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah dapat berpengaruh terhadap 

perubahan teknologi dan penerimaan informasi yang luas. 

Pengalaman para buruh bangunan juga berpengaruh, para pekerja buruh 

bangunan yang rata-rata telah bekerja selama beberapa tahun dan telah 

                                                           
5 Hasil wawancara dengan Samsu selaku Kepala Desa Mantingan pada tanggal 12 

Februari 2019 
6 Ibid 
 



 

 
 

berpengalaman dalam bidang ini diharapkan bisa mendapatkan dan memberikan 

informasi mengenai pembangunan yang lebih bagus. 

Tabel 4. Karakteristik Buruh Bangunan di Desa Mantingan 

NO KARAKTERISTIK RESPONDEN JUMLAH (JIWA) 

1 Berdasarkan usia (tahun) 

a. <25 

b. 20-55 

c. >55 

 

0 

375 

85 

2 Berdasarkan pendidikan 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA / SMK 

e. S1 

 

93 

297 

67 

33 

0 

3 Berdasarkan menjadi buruh (tahun) 

a. <10 

b. 10-20 

c. >20 

 

32 

243 

185 

 

Responden tabel diatas memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan di 

Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Besar dan kecilnya 

rumah yang akan dibangun mempengaruhi banyaknya jumlah buruh bangunan dan 

kenek yang akan bekerja. Semakin besar dan luas rumah yang akan dibangun 

semakin banyak buruh bangunan yang dipekerjakan. Banyaknya jumlah pekerja dan 

luas bangunan juga dapat mempengaruhi lama pembuatan rumah. 

3.3 Mekanisme Pengupahan Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kabupaten 

Ngawi 

Manusia memiliki kebutuhan primer yang tidak bisa dinomor dua kan, kebutuhan 

primer tersebut tak lain adalah sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan 

(rumah). Dalam pembangunan suatu rumah jelas membutuhkan pekerja atau buruh, 

begitu pula para pekerja atau buruh mempunyai tujuan utuk mendapatkan upah dari 

hasil mereka bekerja membangun rumah orang lain. 

Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang  

dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah 



 

 
 

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. Upah diberikan kepada orang 

yang telah melakukan suatu pekerjaan baik berupa jasa maupun tenaga. 

Masyarakat Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi 

melakukan sewa-menyewa jasa buruh bangunan menggunakan ‘aqad secara lisan, 

tidak melakukan ‘aqad secara formal dan mengikat, hanya saja pemberi 

upah/pemilik rumah langsung datang ke rumah buruh bangunan untuk meminta 

buruh bangunan membangun rumahnya, apabila buruh bangunan mengiyakannya 

maka terjadilah ‘aqad tersebut. Tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah dan 

besar upah yang akan diberikan, karena masyarakat setempat sudah tau tradisi di 

Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dengan pembayaran upah 

yang  ditangguhkan selama satu minggu.7  

Jam kerja buruh bangunan dimulai dari jam 07.00-16.00 WIB. Waktu 

istirahat selama satu jam yaitu antara jam 12.00-13.00 WIB.8 Dengan demikian besar 

upah yang diberikan selama delapan jam kerja yaitu untuk buruh bangunan (tukang) 

Rp. 100.000 per hari, sedangkan untuk pembantu buruh (kenek) sebesar Rp. 80.000 

per hari.9 Setiap harinya para pekerja diberi makan 2 kali sehari yaitu waktu pagi dan 

siang hari, serta ditambah dengan makanan-makanan ringan, rokok dan kopi tanpa 

ada pengurangan uang upah untuk pekerja buruh bangunan.10 

Upah buruh harian adalah upah yang diberikan setiap hari kepada buruh 

bangunan, biasanya upah diberikan langsung setelah pekerjaan selesai dilakukan. 

Besarnya upah harian ini biasanya tergantung upah pasaran di daerah tertentu. 

Sedangkan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi pemberian 

upahnya untuk buruh bangunan (tukang) Rp. 100.000 per hari, dan untuk pembantu 

buruh (kenek) sebesar Rp. 80.000 per hari sistem pengupahan harian ini kurang 

diminati masyarakat Desa Mantingan Kabupaten Ngawi karena hal ini dianggap 

kurang efisien oleh pemberi upah, dan buruh bangunan merasa penerimaan upah 

terlalu cepat serta upah yang diterima terasa terlalu sedikit. 11 

                                                           
7 Wawancara dengan Surati selaku pemilik rumah/pemberi upah pada tanggal 14 

Februari 2019  
8 Wawancara dengan Agung Gunawan selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 

2019 
9 Wawancara dengan Sarwoko selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 2019 
10 Wawancara dengan Suginem selaku pemilik rumah/ pemberi upah pad tanggal 14 

Februari 2019 
11 Wawancara dengan Joko Susanto selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 

2019 



 

 
 

Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan satu minggu sekali dengan 

perhitungan upah satu hari dikalikan dengan tujuh hari (Rp. 100.000 dikali 7). 

Sebagian besar pemberi upah di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi menggunakan sistem ini karena dianggap meringankan pemberi upah,12 dan 

dari pihak buruh bangunan lebih memilih sistem ini daripada harian atau bulanan.13 

Upah bulanan adalah upah yang diberikan setiap satu bulan sekali. Di Desa 

Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi jarang menerapkan sistem 

pengupahan bulanan ini, karena ini dianggap memberatkan dari pihak pemberi 

upah,14 sedangkan bagi pihak buruh bangunan pemberian upah selama satu bulan 

dianggap terlalu lama.15 

Pembuatan untuk satu rumah biasanya membutuhkan 2 orang buruh 

bangunan (tukang) dan beberapa pembantu buruh bangunan (kenek). Kenek 

biasanya dibawa sendiri oleh tukang. Pembangunan rumah di desa terutama Desa 

Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi masih sedikit pemberi upah 

yang mempekerjakan buruh bangunan dengan sistem borongan.16 

Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu 

hal sampai dengan hal tersebut selesai. Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan 

Kabupaten Ngawi masih sedikit pemberi upah yang mempekerjakan buruh bangunan 

dengan sistem borongan. Karena hasil rumah yang sudah dibangun tidak sama 

dengan apa yang diharapkan oleh pemberi upah.17 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan diatas dapat 

disimpulkan: 

a. Sistem pemberian upah dari pemilik rumah kepada buruh bangunan yang 

dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi 

dilakukan menggunakan ‘aqad secara lisan dan ditangguhkan selama satu 

                                                           
12 Wawancara dengan Suminah selaku pemilik rumah/ pemberi upah pada tanggal 14 

Februari 2019 
13 Wawancara dengan Sucipto selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 2019 
14 Wawancara dengan Suprapti selaku pemilik rumah/ pemberi upah pada tanggal 14 

Februari 2019 
15 Wawancara dengan Suwondo selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 2019 
16 Wawancara dengan Suparmin selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 2019  
17 Wawancara dengan Pariyo selaku buruh bangunan pada tanggal 13 Februari 2019 



 

 
 

minggu, tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah, besar upah yang akan 

diberikan dan banyaknya jumlah pembantu buruh bangunan (kenek) yang akan 

dibawa oleh buruh bangunan (tukang). Serta adanya perbedaan pemberian upah 

terhadap buruh bangunan (tukang) dengan pembantu buruh bangunan (kenek) 

karena perbedaan tanggung jawab. 

b. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang dilakukan di Desa 

Mantingan masih kurang sesuai dengan syara’, dimana pengupahan yang 

dilakukan menggunakan sistem adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat 

karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Pembayaran upah yang 

dilakukan di Desa Mantingan tidak dapat di masukkan dalam ajrun musammā 

ataupun ajrun miṡli karena upah yang akan diberikan kepada buruh bangunan 

tidak ditentukan pada awal ‘aqad serta sistem pengupahannya menurut pada 

tradisi dan kebiasaan adat-istidat. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Ngawi”, peneliti memberika saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan 

permasalahn yang terjadi, antara lain:  

a. Tidak adanya pemberitahuan jumlah upah yang diberikan, dan aturan 

pengupahan serta jumlah buruh bangunan pada awal ‘aqad di Desa  Mantingan 

Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang tidak lepas dari kurangnya 

pengetahuan antara pemberi upah dengan buruh bangunan bahwa hal tersebut 

dapat menimbulkan kerugian salah satu  pihak. Oleh karena itu harus ada bukti 

tertulis agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. 

b. Mayoritas pelaku yang terlibat seperti pemberi upah dan buruh bangunan di 

Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi menggunakan 

sistem pengupahan dengan cara adat kebiasaan yang tidak menjelaskan secara 

rinci pada saat awal ‘aqad berapa upah yang diterima dan berapa jumlah buruh 

bangunan yang harus diberi upah. 
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